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ABSTRAK 

 

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi 

Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu-sabu (Studi Putusan Pengadilan 

Negeri Sidoarjo Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA.) merupakan sebuah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menjawab persoalan bagaimana perihal sanksi 

yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penegedar narkotika jenis 

sabu-sabu pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 

246/Pid.Sus/2020/PN.SDA dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam perihal 

sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana pengedar narkotika 

jenis sabu-sabu di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 

246/Pid.Sus/2020/PN.SDA.  

 Penelitian yang saya kembangkan merupakan dari mix metodologi dimana 

yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Dalam hal ini saya bisa 

mendapatkan kesempatan langsung untuk mewawancarai hakim yang 

bersangkutan. Dengan begitu saya bisa mendapatkan informasi beserta data yang 

kuat dan bisa di pertanggung jawabkan sehingga dapat digunakan untuk gambaran 

umum dan fakta-fakta lapangan untuk di pahami dengan lebih mudah.  

 Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim 

pada putusan nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA terdapat beberapa hal yang tidak 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena putusan yang diberikan 

kepada terdakwa berada dibawah ketentuan batas minimum dari pasal yang di 

dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimana hal ini sudah tidak sesuai 

dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan pertimabangan hakim dalam menetapkan pasal 

kepada terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 

yang harus terdakwa dituntut 114 ayat (1) akan tetapi hakim divonis dengan Pasal 

114 ayat (2) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut tentunya telah 

mengabaikan aturan terdahap Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Kemudian dalam 

perspektif hukum pidana Islam sudah sesuai dengan aturan  ajaran syariat Islam.  

Penggalian hukum dalam narkotika menggunakan metode qiyās yang sanksi 

hukumannya berupa ta’zīr supaya memunculkan efek jera untuk menjaga 

kemaslahatan umum dan tidak melebihi batas aturan agama Islam.  

Maka penulis mengajukan saran-saran; pertama, untuk penegak hukum 

dan keadilan untuk mempertimbangkan dan memutus perkara dengan 

memperhatikan berbagai aspek terutama aspek keadilan; kedua, untuk Badan 

Narkotika Nasional serta pemerintah Republik Indonesia untuk terus 

menggerakkan program pemberantasan narkotika; ketiga, untuk masyarakat yang 

agar selalu waspada terhadap bahaya narkotika yang bisa datang kapan saja dan 

melaui mana saja dengan meningkatkan pengetahuan tentang narkotika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Negara maupun agama telah melarang secara mutlak khamar dan 

sejenisnya karena dapat merugikan apabila salah dalam mempergunakan. 

Sejatinya khamar dan sejenisnya, narkoba dan sejenisnya lebih banyak 

mudharrot dibandingkan mashlahahnya. Narkotika bisa dipergunakan dalam 

lingkup medis atau kebutuhan yang sudah dilindungi oleh undang-undang 

namun penyalahgunaan narkoba tetap saja terealisasi dikalangan masyarakat. 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan 

penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan1. Dengan 

demikian tidak sedikit masyarakat ingin mengambil manfaat dari barang itu 

dengan tujuan yang tidak benar. Narkotika merupakan suatu tindak kejahatan 

luar biasa yang dapat menimbulkan pengaruh negatif karena mampu merusak 

akal manusia sehingga menimbulkan hal-hal buruk dan merugikan orang lain.  

 Peredaran obat-obat terlarang sampai saat ini masih belum bisa dihentikan, 

bahkan terdapat dari warga negara asing masuk kedalam wilayah Indonesia 

unuk melakukan kegiatan mengkonsumsi hingga menyebar luaskan narkoba 

yang  pada akhirnya ditangkap oleh polisi. Prekursor narkotika adalah zat atau 

                                                             
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan 

narkotika. 

Sampai saat ini pengedar dan para pemakai narkoba terlihat tidak takut 

dalam melakukan kegiatannya, hal ini belum diketahui penyebabnya apakah 

dari faktor hukuman yang masih belum memberikan efek jera atau memang 

pengaruh obat-obatan itu sendiri yang merusak akal sehatnya. Pemberantasan 

pidana sejatinya dilakukan dengan mendasar pada golongan, jenis, ukuran dan 

jumlah narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan 

penyalah gunaan serta pengedaran narkotika, diatur mengenai penguatan 

kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang 

didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.1 

Apabila melihat terhadap sanksi bagi pengedar narkoba sudah sangat jelas 

disebutkan dalam undang-undang Republik Indonesia Pasal 114 ayat (2) 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : 

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau 

menerima narkotika golongan I sebagaimana yang di maksud pada 

ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi (1) satu 

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk 

bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana 

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 

(enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 

(sepertiga).” 

Dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, 

                                                             
1 Sujono, Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 60. 
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serta reagnisa laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas 

rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan2. Mengacu terhadap 

aturan tersebut memberi penegasan pada masyarakat bahwa narkotika tidak 

bisa dikonsumsi bahkan disebar luaskan dengan sembarangan karena negara 

ingin memberikan perlindungan terhadap masyarakat supaya terhindar dari hal 

negatif yang ditimbulkan dari obat-obatan terlarang tersebut. Operasi jual beli 

atau pengedaran narkoba yang di lakukan oleh oknum tentunya secara sah telah 

melanggar undang-undang yang berlaku, oleh karena itu harus ditindak tegas 

dengan aturan-aturan yang sesuai denganapa yang dilanggar supaya 

memberikan efek jera serta memberikan pandangan hukum yang baik kepada 

masyarakat. 

Dalam perspektif hukum pidana Islam narkotika diqiyāskan dengan 

khamar karena memiliki sisi kesamaan yakni sama-sama memabukkan dan 

menghilangkan kesadaran. Dasar yang menunjukkan hal tersebut dilarang 

yakni pada kitab suci al-Qur’an surat al-Ma’idah ayat 90, yaitu:  

اانَِّمَاالْخَمْرُوَالْمَيْسِرُوَالَْْنْصَابُ وَا ايَُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰۤ نْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فاَجْتنَبِوُْهُ يٰٰۤ تفُْلِحُوْن علََّكُمْ لَ لْْزَْلَْمُ رِجْسٌ م ِ  

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, 

berjudi, (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak 

panah, adalah termasuk perbuatan keji dan termsuk perbuatan setan. Maka 

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (al-Ma’dah: ayat 

90)3.  

 Dalam al-Qur’an sudah dijelaskan bahwa mengkonsumsi perkara yang 

memabukkan hukumnya haram, termasuk perbuatan syaitan yang terkutuk dan 

                                                             
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
3 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang Toha Putra 

1989), 90. 
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Allah swt memrintahkan kita untuk menjauhinya. Dalam al-Qur’an narkotika di 

samakan dengan khamar karena sama-sama mempunyai kadar memabukkan 

dan menghilangkan akal sehat, diharamkan oleh agama lantaran dapat merusak 

jiwa, badan serta merugikan dan merusak tatanan sosial. Tidak hanya karena 

memabukkan, agama juga melarang untuk mengkonsumsi hal-hal yang 

membahayakan terhadap diri seseorang yang mana dalam agama Islam 

maqosidus syari’ah yang diperintahkan untuk menjaga jiwanya dan badannya. 

Sehingga sangat logis apabila agama melarang keras mengkonsumsi narkotika 

dan jenis-jenis yang menyerupainya. 

 Sejalan dengan itu sabda Rasulullah Saw mengenai perkara yang 

memabukan terdapat dalam suatu hadist : 

تمَْرٍ{ مْرِ, وَمَا باِلمَدِيْنَةِ شَرَابِ يشُْرَبُ الَِّْ مِنْ لَ: }لقََدْ أنَْزَلَ اَللَُ تحَْرِيمَ الخَ اوَعَنْ أنَسَْ رَضِيَ اَللَُ عَنْهُ قَ   

  أخرجه مسلم.4

Artinya:  

Dari Anas Radhiyallahu’anhu berkata : Allah swt telah menurunkan ayat yang 

mengharamkan khamr / arak, pada saat di Madinah tidak ada minuman keras 

yang diminum kecuali kurma. Riwayat Muslim.  

 

Dalam kitab Bulūghul Marām yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqolani  

juga di sebutkan bahwasanya ayat yang betul-betul mengarah tentang larangan 

minuman kerasa/khamr yang di samakan dengan narkotika dan sejenisnya. Tak 

hanya itu, secara spesifik nabi juga menyebutkan secara terperinci tentang 

orang-orang yang mendukung tentang pendistribusian barang terlarang itu, hal 

ini dikutip dalam buku Fiqh Jinayah karangan dari Djazuli yaitu : 

Efek berbahaya yang ditimbulkan oleh khamar sangat mempengaruhi 

masyarakat pada zaman rasululloh, karena khamar dapat begitu mudah 

                                                             
4 Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulūghul Marām (Surabaya: Imaratullah,2016), 277. 
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mengubah tatanan masyarakat sehingga nabi melaknat segala sesuatu yang 

berhubungan dengan khamar, baik yang berkaitan dangan pengedarnya, 

pembawanya, pengirimnya, pembuatnya, hasil dari uangnya, pembelinya dan 

pemesannya.5 

Nabi lebih spesifik lagi menyebutkan pelaku dalam tindakan melawan 

hukum oleh agama, dimana segala aspek dari orang yang mengkonsumsi, 

pengedar serta perantara telah dilaknat oleh syari’at agama Islam. Pada awal 

Islam, larangan terhadap mengkonsumsi narkoba tidak serta merta di 

haramkan, melainkan terdapat proses secara perlahan, dikarenakan pada saat 

itu para pemabuk semakin jadi dan membahayakan orang lain atas kehilangan 

kesadaran sipemabuk lebih banyak mudharratnya di bandingkan dengan 

mashlahahnya. Dengan pertimbangan tersebut syari’at melarang keras terhadap 

kegiatan yang berkaitan dengan minuman-minuman keras atau hal yang 

sejenisnya yang mampu menghilangkan kesadaran dan kesalamatan jiwa dan 

badannya. 

Peristiwa yang terjadi tentang pengedar  narkotika dalam putusan 

Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA yakni 

menurut laporan, terdakwa memang sudah meresahkan masyarakat sekitar 

dengan profesinya sebagai pengedar narkotika sehingga petugas kepolisan dari 

Polda Jawa Timur melakukan penangkapan untuk diproses hukum lebih lanjut. 

Hal yang menarik dalam putusan Pengadilan Negeri SidoarjoNomor : 

246/Pid.Sus/2020/PN.SDA tentang tindak pidana pengedar narkotika jenis 

                                                             
5 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2000), 165. 
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sabu-sabu dimana dalam putusan tersebut jaksa penuntut umum menuntut 

dengan Pasal 114 ayat 1 Nomor. 35 Tahun 2009 dengan hukuman penjara 8 

(delapan) tahun dan dendaRp. 1.000.000.000,- (satu miliyard rupiah). Akan 

tetapi pada putusan ini Majelis Hakim memberikan hukuman pidana penjara 

selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- 

(satumiliyard rupiah), artinya dalam hal ini jika mengacu pada Pasal 114 ayat 

(1) no. 35 tahun 2009 tentang narkotika terdapat batas minimum hukuman 

penjara yakni 5 (lima) tahun penjara. Terlepas dari ijtihad hakim yang tidak 

bisa di interfensi oleh siapapun, keputusan yang diambil tetap harus dalam 

naungan asas legalitas yang termaktub dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Asas 

legalitas adalah : 

“suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali terdap ataturan yang telah 

mengatur dalam aturan terkait pidana yang telah ada”  

 Dengan dasar aturan yang telah disebutkan oleh KUHP Pasal 1 ayat (1) 

asas legalitas atas putusan hakim dibawah batas minimal tidak diperkanankan 

karena hal tersebut merupakan acuan dasar dan bersifat normatif sehingga 

putusan yang hendak dikeluarkan semestinya menyesuaikan dengan aturan 

yang telah di tetapkan pada Pasal 114 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang 

narkotika yakni paling singkat 6 tahun penjara.   

Berdasarkan uraian di atas penulis akan menganalisis permasalahan 

tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai “Tinjauan Hukum 

Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu-
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sabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 

246/Pid.Sus/2020/PN.SDA)”. 

B. Identifikasi Masalah 

 Pemaparan yang berada dilatar belakang masalah telah memunculkan 

beberapa permasalahan yang bersentuhan dengan penelitian yang sedang 

dikembangkan,berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi 

Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu-sabu (Studi Putusan Pengadilan 

Negeri Sidoarjo Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA)”, yaitu :  

a. Deskripsi kasus tindak pidana pengedar narkotika jenis sabu-sabu dalam 

putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA yang mana hukuman 

minimalnya telah disebutkan didalam undang-undang RI Pasal 114 ayat (1)  

Nomor 35 Tahun 2009 yakni hukuman pidana paling singkat 6 (enam) 

tahun penjara.  

b. Perbedaan sanksi tindak pidana pengedar narkotika dalam perspektif 

hukum positif dan hukum pidana Islam, sertasejauh mana kesesuaian dalam 

kacamata hukum dar isudut pandang agama Islam dan hukum positif di 

Indonesia.  

c. Unsur-unsur tindak pidana pengedar narkotika menurut hukum positif 

Indonesia. 

d. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Sidoarjo Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA Tentang Tindak Pidana 

Pengedar Narkotika Jenis sabu-sabu. 
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e. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Sidoarjo Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA Tentang Tindak Pidana 

Pengedar Narkotika Jenis Sabu-sabu. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah 

dalam pembahasan penelitian ini, yakni sebagai berikut:  

a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Sidoarjo Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA Tentang Tindak Pidana 

Pengedar Narkotika Jenis sabu-sabu. 

b. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Sidoarjo Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA Tentang Tindak Pidana 

Pengedar Narkotika Jenis Sabu-sabu. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA Tentang 

Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis sabu-sabu?  

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri Sidoarjo Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA Tentang Tindak 

Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu-sabu? 
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E. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka adalah deskripsi singkat mengenai penelitian yang sudah  

dilakukan dalam permasalahan yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa 

kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari 

kajian/penelitian yang telah ada6. Berdasarkan penelusuran penulis ada 

beberapa penelitian yang mengangkat tentang narkotika, diantaranya yaitu : 

Penelitian yang ditulis oleh Ani Ismayanti ningsih pada tahun 2019, Prodi 

Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan 

Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap 

Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi 

Direktori Mahkamah Agung Putusan No: 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt)7 

Penilitian ini ditulis oleh Ibnu Fajar pada tahun 2019, Prodi Hukum Pidana 

Islam (Jinayah) Fakultas Syariah &Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 

yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak 

Pidana Membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (Studi 

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.DMK)”8.  

Pada kali ini penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rizki Amrullah pada 

tahun 2018, Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah ) Fakultas Syariah & 

Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “tinjauan hukum pidana 

                                                             
6 Tim Penyusun Fakultas Syariah & Hukum, Petunjuk Teknis Kepenulisan Skripsi (Surabaya: UIN 
Sunan Ampel, 2016), 8.  
7 Ani Ismayantiningsih, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perantara dalam Jual Beli 

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Direktori Mahkamah AgungPutusan No. 

165/Pid.Sus/2016/PN.Amt (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya 2019). 
8 Ibnu Fajar, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkotika 

Golongan I Jenis Metamfetamina Studi Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.DMK (Skripsi-UIN 

Sunan Ampel Surabaya2019). 
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Islam terhadap percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli 

narkotika (studi putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2016/PN.Skg)9.  

Penelitian dari I’anatul Muhimmah Mahasiswa Fakultas Syariah & 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul 

“tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penjual 

narkotika golongan I berupa sabu-sabu (studi putusan Pengadilan negeri 

Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj)”. 

Dari pemaparan tersebut untuk membuktikan bahwasanya penelitian kali 

ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Yang mana dalam 

hal ini memfokuskan terhadap sanksi hakim beserta pertimbangannya yang 

berada dalam ketentuan batas minimum tentang tindak pidana narkotika yang 

lumrahnya pengedar adalah eksekutor untuk menyebar luaskan narkotika tanpa 

ada unsur keuntungan yang ada jual beli. Pengedar berorientasi bagaimana 

orang yang menjadi objek dari narkotika bisa mengenal dan merasakan barang 

haram itu untuk menjadi seorang pecandu.  Pengedar tentunya mendapat 

hukuman lebih berat dari pada pemakai karena merupakan lumbung utama bagi 

pemakai untuk menggunakan barang haram tersebut. 

 

F. Tujuan Penelitian 

                                                             
9 Muhammad Rizki Amrullah, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Pemufakatan 

jahat dengan tanpa Hak Membeli Narkotika (Studi Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2016/PN.Skg).  
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 Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis 

melalui penelitian yang dilakukannya.10 Mengacu terhadap rumusan masalah 

yang tertera di atas maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan 

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA terhadap 

kasus tindak pidana pengedaran narkotika jenis sabu-sabu.  

2. Untuk memahami perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan 

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA terhadap 

kasus tindak pidana pengedaran narkotika jenis sabu-sabu. 

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

 Yang menjadi landasan utama dalam penlitian kali ini adalah bisa 

memberikan manfaat dan kegunaan untuk pembaca serta menambah wawasan 

khazanah keilmuan penulisan semakin luas. Mengenai dengan Khazanah 

keilmuan, ada 2 (dua) aspek yang penulis cantumkan dalam ha lini, yakni : 

1. Aspek keilmuan (teoritis) 

Dari hasil pengembangan penelitian ini mudah-mudahan mampu 

member sedikit sumbangsih pemikiran serta memperkaya metode 

berpikir yang dapat digunakan dalam khazanah keilmuan dalam teori 

hukum pidana Islam di Fakultas Syariah &Hukum UIN Sunan Ampel 

Surabaya. 

                                                             
10Tim Penyusun Fakultas Syariah & Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: t.p,t.t), 

12. 
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2. Aspek terapan (Praktis)  

Hasil dari pengembangan penelitian ini mampu dijadikan sebagai 

pertimbangan dan rujukan dalam pemikiran bagi Pengadilan Negeri 

Sidoarjo, Kejaksaan di seluruh Indonesia serta kepolisian Republik 

Indonesia yang menangani narkotika supaya dapat terwujudnya keadilan 

yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.  

 

H. Definisi Operasional 

 Tujuan dari adanya definisi operasional ini adalah untuk menghindari 

pemahaman yang keliru serta bisa mempermudah dalam mempelajari 

penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang ada di 

penelitianini, yaitu:  

1. Hukum Pidana Islam  

Ada tiga istilah yang digunakan dalam pengertian hukum pidana 

Islam yakni, jarimah; yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh 

Allah swt dengan hukuman ḣudud dan ta’zir. Selanjutnya jinayah; 

perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu merugikanjiwa, 

harta benda lainnya. Selajutnya yakni ma’shiat; segalaperbuatan yang 

dilarang oleh hukum, sehingga istilah ma’shiat hanya mencakup unsur 

perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.11 Jadi pemahaman 

hukum pidana Islam yang ditangkap oleh penulis yakni hukum pidana 

                                                             
11 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Perdana Media Grup 2019), 3.   
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dari perspektif agama Islam yang telah mencakup aturan beserta 

sanksinya berdasarkan al-Qur’an dan hadist untuk melindungi manusia 

dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan serta merusak jiwa, 

badan, akal manusia. 

2. Pengedar Narkotika 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengedar adalah 

orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) 

sesuatu dari orang satu kepada yang lainnya. Sebagaimana yang 

disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Nomor. 35 Tahun 200912 yakni 

menawarkan untuk di jual yang artinya terdapat indikasi untuk 

menyampaikan suatu barang pada orang lain untuk bisa sama-sama 

merasakan memanfaat. Pengedar tidak harus terikat dalam transaksi jual 

beli, akan tetapi pengedar juga termasuk dalam kategori distributor atau 

yang memfasilitasi terhadap objek obat-obat terlarang tersebut. Banyak 

dijumpai kasus, oknum yang memberikan narkoba pada jajanan pasar, 

jajanan di sekolah-sekolah bahkan hanya sekedar mencicipi dengan 

tujuan seseorang/objek bisa mengkonsumsi sejak dini atau pecandu sejak 

dini. 

3. Tindak Pidana (Delik) 

Tindak pidana adalah suatu perilaku seseorang yang melanggar 

aturan atau norma-norma hukum sehingga akan dibebankan suatu 

penderitaan kepada seseorang yang melanggarnya. Menurut Moeljatno 

                                                             
12 Undang-undang Narkotika Nomor. 35 Tahun 2009. 
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dalam bukunya asas hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang 

oleh hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) pidana teruntuk 

seseorang yang melakukan pelanggaran pidana. Dapat disimpulkan 

bahwa delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan subjek hukum 

(manusia dan badan hukum) yang disertai ancaman bagi perbuatanya.  

4. Sanksi Tindak Pidana 

Kata “sanksi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah tanggungan yang artinya segala apa yang telah diperbuat harus 

menanggung resiko terhadap hal yang akan dialaminya. Menurut 

Soedarto, “sanksi pidana merupakan suatu  pembalasan atau penderitaan  

yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar”. Dapat dipahami 

bahwa saknsi merupakan reaksi dari penguasa atau hakim sebagai 

pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana.   

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada putusan Pengadilan Negeri 

Sidoarjo Nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA adalah penlitian lapangan 

(kuantitatif) dan kepustakaan (kualitatif) yang biasanya disebut mix 

metodologi atau metedologi gabungan. Penelitian dengan menggunakan 

mix metodologi menjadi pilihan dalam pengembangan ini dikarenakan 

dapat menunjang terhadap proses pengumpulan data dan fakta yang lebih 

akurat, karena tidak hanya memperhatikan terhadap peristiwa pada  
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lapangan saja akan tetapi mempertimbangkan terhadap teori yang 

terdapat dalam kepustakaan.13  

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, 

artinya penelitian yang menggambarkan suatu objek tertentu memberikan 

suatu gambaran yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis 

fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu 

secara faktual dan cermat.14 Dalam penelitian ini mengandung beberapa 

penjelasan untuk memberikan suatu pemahaman pada objek yang telah di 

tentukan sehingga memunculkan suatu kesimpulan yang dapat mudah 

dicerna. 

3. Sumber Data  

a. Sumber Primer  

Sumber primer merupakan sumber data yang paling mendasar 

(pokok) untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan 

penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi sumber primer adalah 

putusan nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN. SDA tentang tindak pidana 

pengedar narkotika Pasal 114 ayat (1) Nomor. 35 Tahun 2009 dan 

penejlasan majelis hakim, berita acara, serta pihak yang terkait dari 

Pengadilan Negeri Sidoarjdo. 

b. Sumber Sekunder 

                                                             
13Kriyantono, Rahmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertasi Contoh Praktis Riset Media, 

Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran (Jakarta: Kencana, 

2006), 56.   
14 Sarifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7. 
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 Sumber sekunder merupakan data tambahan yang diambil melalui 

pustaka dan literatur yang bisa menjadi penunjang terhadap penilitian 

ini. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kajian ini juga 

membutuhkan penguat dari literatur dan pustaka yang bisa dijadikan 

pertimbangan. Dalam hal ini, yang menjadi sumber sekunder adalah 

UU tentang narkotika Nomor. 35 Tahun 2009. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Sehubungan penelitian ini menggunakan teknik kajian lapangan 

(Field research) serta pertimbangan dari berbagai literatur pustaka, maka 

data yang dikumpulkan meliputi : 

a. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumnetasi yakni melakukan pembacaan terhadap berkas-

berkas yang telah ada, serta menelaah dokumen pada putusan 

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA 

tentang Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu-sabu.   

b. Teknik Pustaka 

Mengkaji putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 

246/Pid.Sus/2020/PN.SDA tentang Tindak Pidana Pengedar 

Narkotika Jenis Sabu-sabu berlandasan literature atau buku yang 

berkesinambungan dengan objek kajian. 

c. Wawancara  

Teknik kajian lapangan (Field research) membutuhkan penggalian 

data yang bersumber dari pihak-pihak terkait. Dengan begitu dalam 
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penelitian ini juga melakukan proses wawancara guna mendapatkan 

keterangan serta alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, adalah melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data 

untuk memastikan kerelevansian data agar bisa di tindaklanjuti. Hal 

ini menjadi penting dikarenakan keterbacaan tulisan dan 

relevansinya nantinya akan dipertanggung jawabkan.  

b. Organizing, mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dalam 

rangka memuat rumusan masalah yang sistematis.15 Dalam hal ini 

penulis akan melakukan pengumupulan data sehingga nantinya bisa 

melakukan tahapan proses selanjutnya yakni analisis.  

c. Analyzing, analisis yakni bertujuan untuk bisa lebih mudah lagi 

dibaca serta mendapatkan pemahaman supaya bisa diinterpretasikan. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu 

teknik analisis dengan cara menyususun secara terstruktur dan 

sistematis dan kemudian melakukan pembacaan secara umum supaya 

menemukan titik kesimpulannya dan memberikan penafsiran 

terhadap data yang diperolehnya.  

 

J. Sistematika Pembahasan 

                                                             
15Sugiyo, Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.  
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 Dalam kesempatan penelitian ini terdapat proses yang harus dilewati 

secara berurutan supaya bisa mudah dipahami. Adapun sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Bab I terdapat pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, sistematika penelitian. 

 Bab II, mengkaji tentang kajian teori tindak pidana pengedar narkotika 

jenis sabu-sabu dalam sudut pandang hukum pidana Islam. Dalam hal ini 

meliputi: Pengertian, unsur-unsur, macam, dan sanksihukumannya 

 Bab III membahas tentang muatan data penelitian berupa putusan 

Pengadilan Negeri SidoarjoNomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA, Yang 

beririsakan kronologi kasus, saksi-saksi, dakwaan dan tuntutan JPU, putusan 

hakim, dan pertimbangan hakim 

 Bab IV yakni mengenai tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan 

Majelis Hakim pada tindak pidana pengedar narkotika jenis sabu-sabu putusan 

Pengadilan Negeri SidoarjoNomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA serta tinjauan 

hukum pidana Islam terhadap terhadap sanksi tindak pidana pengedar narkotika 

jenis sabu-sabu putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 

246/Pid.Sus/2020/PN.SDA.  

 Bab V ini memuat terhadap segala aspek pembahasan dengan 

kesederhanaan penyampaian berbentuk kesimpulan yang merupakan jawaban 

dari rumusan masalah dan saran yang bermanfaat bagi literatur hukum.  
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BAB II  

Tindak Pidana Pengedar Narkotika dalam Hukum Pidana Nasional dan 

Hukum Pidana Islam 

A. Perspektif Hukum Pidana Nasional dalam Tindak Pidana Pengedar 

Narkotika 

Melihat kemajuan zaman pada saat ini segala aspek kegiatan 

termobilisasi oleh teknologi sehingga dapat dilakukan dengan singkat dan 

cepat. Dengan begitu modus operandi sindikat pengedar narkotika harus 

menjadi prioritas utama untuk mencegah peredaran narkotika secara illegal 

dalam dimensi lokal, nasional dan internasional karena bisa menembus 

batas-batas negara sehingga menjadi kejahatan transnasional. 

Pengertian narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat 

atau obat yang berasal dari tanamann atau bukan tanaman, baik sintetis 

maupun semisintetis yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan 

kesadaran, kehilangan rasa yang bisa menyebabkan ketergantungan.1  

Di dalam Undang-undang Narktoika No. 35 Tahun 2009 

penyalahgunaan obat-obat terlarang terdiri dari dua kategori yakni; 

pemakai narkotika yang mana hal ini lebih dititik beratkan kepada korban, 

dan yang kedua yakni pengedar narkotika yang lebih diberatkan kepada 

sanksi hukumannya dan merupakan tindak kejahatan karena melihat dari 

                                                             
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika.  
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sisi sebab musababnya yang merupakan pintu utama dari pendistribusian 

obat-obatan terlarang tersebut. 

Pengedar memang kurang dijelaskan secara kompleks di dalam 

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang 

hanya menyebutkan “meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, 

bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentinpelayanan 

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.1 

Dalam ketentuan UU Narkotika Pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125 dan di dalam 

UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, cc Pasal 60 ayat 

(1) huruf b, c ayat (2), (3), (4), (5) dan Pasal 61 dan 63 ayat (1) huruf a UU 

Psikotropika. Tidak ada penyebutan secara langusung yang mengarah 

terhadap ciri-ciri tertentu akan tetapi dapat digaris bawahi yakni kegiatan 

tanpa hak dan melawan hukum yang melibatkan obat-obat terlarang 

berpindah tangan baik menguasai atau menjadi perantara dan tidak selalu 

ada unsure keuntungan materi di dalamnya.  

1. Batasan dan dasar hukum 

Apabila mengacu terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 

yang telah mengulas terkait obat-obatan psikotropika memang tidak 

menjelaskan secara detail mengenai penyebaran dan pengedaran 

narkotika. Akan tetapi dari aturan yang telah dituliskan dapat 

                                                             
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  Tentang Narkotika. 
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mengambil dari beberapa Pasal yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur 

terhadap posisi dari pengedar penyebaran tersebut.  

Dalam Pasal 113 ayat (1) No. 35 Undang-undang Narkotikatahun 

2009 menyebutkan;  

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum atau 

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 

narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar 

rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar 

rupiah).  

 Definisi impor atau ekspor dalam Pasal 113 ayat (1) tersebut 

menunjukan terhadap batasan yang ada pada posisi pengedar. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Impor adalah; pemasukan 

barang dan sebgainya dari luar negeri, dan Ekspor pengiriman barang 

keluar negeri atau memindahkan informasi dari satu sistem/program 

kesistem/program yang lainnya. Impor dan Ekspor tersebut dilakukan 

oleh para kelompok bandar narkoba yang kebanyakan misinya tidak 

hanya dalam bisnis akan tetapi dalam menyebar luaskan dengan tujuan 

masyarakat dapat melakukan percobaan yang pada akhirnya 

menimbulkan ketergantungan. Tidak hanya dalam ekspor atau impor 

semata, batasan yang ada pada pengedar juga di jelaskan dalam Pasal 

114 ayat (1) No. 35 Tahhun 2009 yakni; 2 

                                                             
2 Undang Republik Indonesa Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 

untuk dijual, menjual dan membeli menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar atau memnyerahkan narkotika Golongan 

I, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 

(duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dan paling banyak 

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluhmiliyar rupiah). 

 Sangat jelas dalam penyebutan pasal diatas, yakni penyebaran 

narkotika sangat kompleks baik dalam transaksi jual beli sampai 

kepada penggunanya. Dalam Pasal 114 ayat (1) ditegaskan bahwa 

segala aspek yang diikut sertakan atau mendukung terhadap 

tersebarnya narkotika sudah mendapatkan hukuman tetap dalam 

undang-undang.  

2. Sanksi tindak pidana pengedar narkotika 

Hukum adalah merupakan sekumpulan aturan yang dibuat oleh 

pejabat negara yang berwenang, yakni oleh lembaga legislatif kedalam 

perundang-undangan. Aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga 

legislatif  berangkat dari pembacaan sosial yang ada pada masyarakat 

serta terjadi secara terus menerus yang sebelumnya belum terdapat 

aturan tertulis sehingga memunculkan tata tertib dan batasan untuk 

terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Berbeda dengan 

hakim yang memutuskan dan menjatuhkan vonis dalam suatu perkara, 

lembaga negara yang melihat terhadap fenomena pada masyarakat 

membutuhkan kemampuan dan musyawarah yang kompleks dalam 
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menetapkan sebuah undang-undang.3 oleh karenanya sanksi yang telah 

ditetapkan oleh undang merupakan hasil pemikir dari ahli hukum yang 

berkompeten di dalamnya.  

Penetapan sanksi bagitu terkdakwa perludi perhatikan, oleh 

karenanya Herbert L. Packer menjelaskan “sanksi pidana merupakan 

penjamin/garansi atau prime guarantor apabila dilakukan dengan hati-

hati dan cermat sekaligus sebagai pengancam yang utama” kesimpulan 

dari pemikiran yang dipaparkan oleh Herbert L. Packer ini di 

rumuskan sebagai berikut : 

a. Tanpa adanya sanksi pidana kita tidak bisa hidup maupun 

dimasa yang akan datang.  

b. Sanksi pidana merupakan alat paling mematikan bagi pelanggar 

untuk melawan kejahatan, bahaya besar serta memberikan 

pelajaran dan efek dengan tujuan contoh bagi orang-orang 

sekitar.  

c. Sanksi pidana merupakan “penjamin utama/terbaik” serta juga 

bisa menjadi pengancam utama dari kebebasan manusia, akan 

tetapi sanksi pidana harus dengan cermat menggunakan.  

Penjatuhan hukuman atau sanksi terhadap pengedar narkoba yang 

merupakan pintu utama dari pengguna narkotika adalah bentuk balasan 

kepada sang pengedar atas segala tindakan yang dilakukan. Penegakan 

hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup 

                                                             
3 Supardi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

46. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 
 

 
 

panjang dan melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak 

hukum lainnya (dibidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat 

penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat 

pengadilan, dan aparat pelaksana pidana)4.  

Pasal 113 dan Pasal 114 Nomor 35 tahun 2009 Undang-undang 

narkotika telah menyebutkan sanksi pidana bagi pelaku pengedar 

narkotika. Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) menyebutkan; 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 

(satumiliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliyar rupiah). 

Sanksi yang diberikan kepada pengedar narkotika tidak hanya 

kedua pasal tersebut, melainkan ada beberapa yang menyebutkan di 

Pasal yang lain diantaranya; Pasal 111, Pasal 112, Pasal 115, Pasal 116 

sampai pada Pasal 125.  

 

B. Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana Pengedar 

Narkotika 

Dalam Islam narkotika disamakan dengan khamar, karena kadarnya 

sama-sama menghilangkan kesadaran, oleh karenanya nabi bersabda:5 

ِ قال : }كلُُّ مُسْكِ  سْلِمُ مُ مٌ{ اخَْرَاجَهُ رٍ خَمْرٌ, وَكلُُّ مُسْكِرً حَرَاوَعَنْ ابِْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النبَيِ   

                                                             
4 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2008), 4.  
5 Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Marom (Surabaya: Imaratullah, 2016), 278. 
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Artinya: dari Ibnu Umar R.A darinabi, beliaubersabda Setiap perkara yang 

memabukkan adalah khamr, dan setiap perkara yang memabukkan 

hukumnya haram. 

Segala sesuatu yang mengakibatkan mabuk, hilang kesadaran, tidak 

bisa memposisikan dirinya sebagai manusia yang berakal termasuk dalam 

kategori yang diharamkan. Khamar jelas dilarang oleh syariat Islam, 

begitu juga denganhal yang menyamaikhamar. 

Secara terminologis narkotika diterjamhkan kedalam Bahasa Arab 

رَة رُ - خَضَّر yang berasal dari kata المُخَض ِ  ,yang berarti hilang rasa تخَْضِيْرًا- يخَُض ِ

bingung membius, tidak sadar.6 Mengutip dari penjelasan diatas bahwa 

narkotika dalam hukum Islam adalah segala seusatu yang dapat 

menghilangkan akal sehat bagi seseorang sehingga akan menimbulkan 

perilaku yang merugikan bagi dirinya dan masyarakat. 

Ulama’ kontemporer pernah memberikan komentar mengenai ganja 

dan semacamnya yakni Sayyid Al-Sabiq “sesungguhnya ganja itu haram. 

Diberi sanksi ḣudud bagi orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana 

diberi sanksi seperti peminum khamar. Ganja itu lebih keji dibandingkan 

dengan khamar. Ditinjau dari sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga 

pengaruhnya sangat berbahaya terhadap akal sehat”.7 

 

1. Batasan dan dasar hukum 

                                                             
6 Ahmad Warson, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap (Yogyakarta: 

PustakaProgresif, 1984), 351.  
7  M. Nurul Irfan dan Masyrofah, FiqhJinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 173. 
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Ciri-ciri batasan bagi pengedar dalam sudut pandang syariat Islam 

tidak banyak perbedaan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. 

Terdapat sisi kesamaan yakni sama-sama menghukum terhadap semua 

unsur yang ikut serta dalam membantu kelancaran dari menggunakan 

obat-obatan terlarang tersebut. Nabi menyebutkan bahwa segala unsur 

yang membantu terhadap kegiatan khamar merupakan hal yang 

diharamkan oleh agama, diantaranya adalah pengedar, pengirim, 

pembuat, pemesan, yang menjadi perantara dan penuangnya.8 

 Disimpulkan bahwa, tidak hanya dalam mengkonsumsi narkotika 

semata melainkan penyediaan, perantara dan pengirim, serta 

pengedarnya mendapatkan hukuman dari Allah swt. Yang artinya 

penyebar luasan narkotika dalam kacamata syariat benar-benar 

mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya hadist nabi menyebut 

beberapa posisi yang sering kali menjadi promotor dalam tindakan 

haram tersebut.  

2. Sanksi tindak pidana pengedar narkotika dalam hukum pidana Islam 

Hal yang menjadi prinsip dasar pada suatu capaian dari adanya 

hukuman atau sanksi dalam pelanggaran hukum dalam hukum pidana 

Islam ialah dengan ditetapkannya beberapa kriteria sebagai berikut :9 

a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang 

dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan 

mendidik bagi pelakunya.  

                                                             
8 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2000), 165. 
9 A. Rahman Rintonga, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), 52. 
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b. Penetapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan 

kemaslahatan masyarakat.  

c. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai 

kemaslahatan pribadi dan masyarakat.  

d. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap 

pelaku tindak pidana.  

Hukuman atau sanksi bagi pengedar adalah ta’zīr, karena hal ini 

merupakan kejahatan yang melanggar hak Allah dan belum ditentukan 

dalam al-Qur’an dan hadist mengenai dari sanksi hukumannya yang 

merupakan imbalan bagi suatu hambanya supaya tidak mengulanginya 

kembali terhadap kejahatan yang serupa. 

Sanksi hukuman bagi pengedar narkotika dan pelaku yang 

menyediakan khamar pada masa rasalullah terdapat kesamaan 

penyebab yakni sama-sama menjadi pintu utama dalam pengadaran 

barang tersebut. Hukuman ta’zīr ini yang dibebankan kepada pelaku 

mampu memberikan suatu pelajaran bagi pelaku dan masyarakat 

sebagaimana yang sudah di paparkan diatas.  

 

 

C. System Penjatuhan Sanksi dalam Hukum Pidana Nasional 

Dalam sudut pandang kajian optik hukum pidana materiel maka 

UU Narkotika atau Psikotropika memiliki berbabagi sistem jenis 

perumusan sanksi pidana (strafsoort) beserta sistem perumusan lamanya 
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sanksi pidana (strafmaat).10 Yang dimaksud dengan sistem perumusan 

sanksi pidana (strafsoort) menurut ilmu pengetahuan hukum pidana adalah 

sistem perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan alternatif, sistem 

perumusan buta/blanc, sistem perumusan kumulatif (campuran/gabungan). 

sedangkan yang dimaksud dengan sistem perumusan lamanya sanksi 

pidana (strafmaat) yang dikenal dengan definite sentence system bereupa 

ancaman lamanya pidana yang sudahpasti, fixed, indefinite sentence 

system atau sistem maksimum, artinya berupa ancaman lamanya penjara 

secara maksimum, kemudian determinate sentence system yang berarti 

penentuan batasan minimum dan maksimum ancamanan pidana dan 

indeterminate sentence system berupa tidak ditentukan batasan maksimum 

pidana, badan pembuat UU menyerhkan sepenuhnya terhadap aparat 

penegak pelaksana pidana dilembaga-lembaga negara yang ada pada 

tingkatan rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya 

pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.11 

Sistem perumusan penjatuhan sanksi pidana (strafsoort) 

menggunakan sistem alternatif/kumulatif (campuran/gabungan) harus 

didasarkan pada pertibambangan yang sangat tepat, di antaranya sebagai 

berikut : 

                                                             
10 LilikMulyadi, KapitaSelekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi (Jakarta: PT 

Djambatan 2004), 21. 
11 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoritis, Praktek dan 

Permasalahannya (Bandung: PT Alumni 2010), 248.  
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1. Secara substansial perumusan sanksi kumulatif-alternatif juga meliputi 

perumsan tunggal, sehingga secara keseluruhan dapat menutupi 

kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut.  

2. Ciir-ciri dari perumusan sanksi kumulatif-alternatif adalah perumusan 

secara langsung yang bernuansakan keadilan dan tidak tertutup. 

3. Bersifat fleksibel dan akomodatif dari nuansa teori gabungan nuansa 

keadilan dan kepastian hukum sehingga bersifa taplikatif.  

Lebih menitik beratkan terhadap kepastian hukum dan tidak berbelit-

belit dalam memberikan sanksi terhadap suatu pelanggar namun dengan 

pertimbangan yang solutif tidak menekankan terhadap hal yang bersifat 

merugikan bagi pihak manapun.  

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa penjatuhan sanksi 

merupakan suatu reaksi kepada pelaku sebagai timbal balik bagi dirinya. 

Penghukuman tersebut ada kaitannya dengan penjatuhan pidana dan 

alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya dari putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, hak 

penjatuhan pidana beserta pelaksaannya dinegara Indonesia berada dalam 

kekuasaan negara.  

Oleh karenanya dalam penanganan dalam pemeberian sanksi 

hukuman harus memerhartikan berbagai unsur, yang di antaranya:12 

1. Pedoman legislasi 

                                                             
12 Wirjono Prodjokodikoro, Pedoman Hakim dalam Menjatuhkan Pidana (Bandung: PT Afrika 

Aditama), 42. 
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Hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak terlepas dari 

aturan-aturan yang telah dilanggar. Hal ini untuk memberlakukan 

sesuai aturan negara yang mempunyai hukum tetap untuk dibebankan 

terhadap terdakwa. Aturan yang sudah disahkan oleh undang-undang 

menjadi suatu balasan berbentuk pidana sebagai efek jera bagi pelaku 

untuk tidak mengulangi kembali. 

Menurut Satochid Kartanegara dan para ahli hukum terkemuka 

dalam hukum pidana berpendapat bahwa, hal ini sesuai dengan teori 

yang dikenal dengan absolute/vergeldings theorieen atau lebih tepatnya 

teori pembalasan, imbalan (velgeding).13 Teori pembalasan ini yang 

dimaksud adalah memberikan suatu imbalan kepada seseorang yang 

telah melakukan suatu kejahatan berupa penderitaan yang menyamai 

dengan penderitaan dari korban. Oleh karenanya undang-undang 

menjamin terhadap kepastian hukum bagi terdakwa untuk bisa diadili 

se-adil-adilnya. 

2. Pedoman pertimbangan hakim 

Putusan yang diberikan oleh majelis hakim sering terjadi disparitas 

putusan antara perkara yang sama namun berbeda penjatuhan 

putusannya. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor 

diantaranya ijtihad hakim yang tidak sama dan juga diberikan 

kebebasan dalam memutuskan perkara. 

                                                             
13 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), 56.  
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Di Indonesia asas kebebasan hakim (judicial discretionary power) 

dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 

tentang kekuasaan kehakiman14 dimana dirumuskan bahwa kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila. 

Yang menjadi pedoman pertimbangan majelis di antarnya yakni:15 

a. Jenis tindak pidana 

1) Dapat dilihat dalam Pasal yang di dakwakan kepada terdakwa. 

Dari Pasal tersebut dapat dilihat berapa ancaman hukumannya.  

2) Apakah itu sekedar tindak pidana biasa atau tindak pidana 

yang serius. 

3) Pelaku tindak pidana orang biasa atau pelaku dengan jabatan 

b. Kesalahan terdakwa 

1) Terdakwa dinyatakan bersalah, artinya seluruh unsur Pasal 

tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi. 

2) Terdakwa dapat dikenakan pertanggunjawaban pidana 

3) Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan 

pembenar.  

c. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana 

1) Motif dan tujuan adalah yang melatar belakangi terjadinya 

tindak pidana; 

2) Bisa jadi tindak pidana ini memang menjadi suatu 

kesengajaan; 

3) Apakah tindak pidana ini adalah unsur balas dendam atau 

sebuah pembelaan yang berlebihan; 

                                                             
14 Undang-undang Republik Indoneia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
15 Wirjono Prodjokodikoro, Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana (Bandung: PT Afrika 

Aditama), 73.  
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4) Apakah ada motif ekonomi; 

d. Sikap batin terdakwa 

1) Sikap batin biasanya terwujud dalam unsure niat (mensrea); 

2) Niat dari pelaku yang satu dengan yang lain tentu berbeda, 

beda antara niat dari para pelaku;  

3) Terdapat gradasi peran dalam tindak pidana, mulai dari 

inisiator (punya ide), yang mneyuruh, yang melakukan dengan 

penyertaan atau perbantuan;  

 

D. System Penjatuhan Sanksi dalam Hukum Pidana Islam 

Dalam al-Qur’an tidak menyebutkan tentang hukuman bagi pelaku 

pengedar narkotika secara jelas, akan tetapi penggalian hukumnya bisa 

menggunakan metode qiyās sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama’ 

terdahulu dalam berijtihad untuk menyelesaikan suatu permasalahan.  

Qiyās adalah mengambil garis besar dari suatu permasalahan yang 

belum ada kepastian hukumnya yang kemudian disamakan dengan suatu 

permasalahan yang sudah terdapat kepastian hukumnya.16 Salah satu 

ulama’ ushul Fiqh yakni Abdul Wahhab Khallaf mengatakan sebagaimana 

berikut: 

لهُُ تسَْوِيَةٌ بيَْنَهُمَاوَيطُْلقَُ القِياَسُ عَلىَ التَّسْوِيَةِ لِِنََّ تقَْدِيْرَ الشَّيْئِ بِمَا يمَُاثِ   

Artinya; qiyās dalam skala luas adalah persamaan; karena 

mengukur suatu hal yang setara, kemudian menyatukan antar 

keduanya.  

                                                             
16 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 33. 
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Mempertemukan antara dua permasalahan sebagai titik temu untuk 

mengambil inti sari hukumnya sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan 

oleh syariat. Dapat disimpulkan bahwa qiyās merupakan tolak ukur, 

persamaan atau membandingkan antar suatu hal dengan hal yang lainnya 

karena terdapat usur-unsur yang sama didalamnya.  

Tidak hanya itu, ulama’ kaidah fiqih sependapat dengan adanya 

qiyās dengan memberikan pendefinisan : 

هَمُ احَْكَمُهَا مِنْهَايُّ الَّذِي ينَْطَبقُِ عَلىَ جُزْئيِاَتِ كَثيِرَةٍ تفُْ الِمُُرُ الكلُُّ   

artinya: ketentuan universal yang bisa sesuai dengan bagian-

bagiannya serta bisa dipahami hukumnya dari perkara tersebut.17 

Hukuman yang bersifat luas sehingga bisa disamakan dengan 

permasalahn yang baru maka hukumannya bisa di fahami dari 

ketentuan tersebut. 

Badran Abu Al-Ainan mengungkapkan bahwa keberlakuan qiyās 

hanya ada dalam koridor hukum syara’ yang bersifat amaliah dan hal-hal 

yang bisa dijangkau oleh akal. Artinya, qiyās hanya bisa dilakukan 

terhadap suatu perilaku atau menganilisis hukum-hukum yang berkaitan 

dengan perilaku manusia dalam kesehariannya. Oleh karenanya qiyās tidak 

bisa digunakan dalam keadaan ketika manasik haji yang sifat hukumnya 

ibadah.  

                                                             
17 Duski Ibrahim, Alqawaidul Fiqhiyah (Palembang: Noe Fikri, 2019), 54.  
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Dalam hukum pidana Islam atau fiqh jinayah adalah segala 

ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang 

dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani 

kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil dari hukum Al-

Qur’an dan Hadist. dalam hukum kepidanaan atau disebut juga dengan 

Jarīmah (perbuatan tindak pidana). Jarīmah terbagi atas:18 

1. Jarīmah ḣudud 

Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas 

hukumannya didalam Al-quran dan Sunah Nabi Muhammad Saw. 

Sanksinya berupa hadd (ketetapan yang terdapatdalam Al-qur’an dan 

sunnah). Hukumannya berupa rajam, jilid, atau dera, potong tangan, 

penjara atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, 

pengasingan/deportasi dan salib.  

2. Jarīmah Ta’zīr 

Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya 

ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. 

Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukum yang bersifat 

mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai hadd. 

Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing/pemecatan, gantirugi, 

pukulan, tegurandengan kata-kata, dan jenishukuman yang lain yang 

dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.  

                                                             
18 Zuleha, Dasar-dasar Hukum Pidana (Yogyakarta: Budi Utama Group 2017), 12. 
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 Pada haqiqatnya perkembangan yang ada di masyarakat terus 

menerus berubah. Dengan begitu, banyak perubahan baik mengenai 

tingkahlaku, sampai kepada nilai-nilai yang selalu melekat pada perilaku 

yang bisa mempengaruhinya. Nilai-nilai pada suatu masyarakat tentunya 

menjadi kepentingan mashalahat yang telah disepakati bersama. demikian 

munculnya jarīmah ta’zīr merupakan respon terhadap perilaku seseorang 

yang telah melanggar pada kemashlahatan tersebut. Dikarenakan nilai-

nilai menjadi kemashalahatan yang dibentuk oleh sekumpulan orang, maka 

suatu pelanggaran dan sanksi nilai tentunya timbul dari internal orang-

orang tersebut. Oleh karena itu jarīmah ta’zīr sering kali disebut dengan 

jarīmah kemashlahatan umum. Demikian pada jarīmah ta’zīr yang  berada 

dalam wewenang kekuasaan pemerintah/hakim dalam menentukan 

sanksinya. Dalam jarīmah ta’zīr inilah hakim diberi kebebasan untuk 

mengimplementasikan kekuasaan kehakimannya untuk berijtihad dalam 

menetukan berat ringannya hukuman yang dibebankan kepada pelaku 

jarīmah ta’zīr.19 Nabi juga pernah memerintahkan kepada hakim untuk 

meringankan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran 

hukum kecuali dala perkara  Jarīmah ḣudud.20 

 Berdasarkan pemaparan diatas, yakni segala pelanggaran yang 

dilakukan oleh seseorang hukumannya dapat disesuaikan dengan 

perbuatannya, selagi pelanggaran yang dilakukan diluar ranah Jarīmah 

                                                             
19 Mustofa Hasan, Beni Amad Saebani, Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, Dilengkapi dengan 

Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75. 
20 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 141. 
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ḣudud maka hakim diberikan keleluasaan atas kemampuan berijtihadnya 

untuk menjatuhkan sanksi hukuman ta’zīr kepada seseorang yang telah 

melanggar.  

 Selain itu, dalam hukum Islam juga dikenal dengan hukuman 

qisâsh (memotong atau membalas). Selain juga adadelik diyāt (denda 

dalam bentuk benda atau harta) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar 

oleh pelaku pidana terhadap korban sebagai sanksi ataspelanggaran yang 

dilakukannya.  

 Tujuan dari adanya suatu sanksi dalam hukum pidana oleh syariat 

Islam melatar belakangi dari kemashlatan umum yang membutuhkan suatu 

aturan. Tanpa adanya suatu aturan, masyarakat akan bertindak bebas tanpa 

ada batasan yang harus diikuti. Oleh karenanya melihat dari hal ini 

membutuhkan perumusan yang sesuai dengan apa yang dilakukan orang-

orang melanggar terhadap ketertiban umum.  
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BAB III 

DESKRIPSI KASUS PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU-SABU 

DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR. 

246/PID.SUS/2020/PN.SDA 

A. Deskripsi Kasus tentang Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana 

Pengedar Narkotika Jenis Sabu-sabu Putusan Pengandilan Negeri 

Sidoarjo Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA 

Untuk menunjang kelancaran terhadap penelitian yang sedang 

dikembangkan, sangat dibutuhkan pemaparan dari sisi kronologis tindak 

pidana pengedar narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi disekitar wilayah 

Pengadilan Negeri Sidoarjo. Terdapat beberapa fakta dan barang bukti 

serta penjelasan dari pihak terkait dengan deskripsi sebagai berikut:  

Pada hari Miinggu 20 Oktober 2019 Masayarakat Sumberejo 

Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo melaporkan kepada petugas 

Polda Jatim bahwa salah satu warganya telah membuat keresahan 

masyarakat sekitar, yang berkenaan dengan saudara Masduki bin 

Mahmudi sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu dimana profesi yang 

ditekuni oleh pelaku dapat meresahkan dan merusak serta merugikan 

terhadap generasi muda. 

Atas laporan yang diterima, petugas polisi dari Polda Jatim 

menindaklanjuti kasus tersebut dengan melakukan pemebelian secara 

terselubung oleh petugas polisi berdasarkan perintah pimpinan dari Polda 

Jatim saudara Ainur Rofik yakni sebagai saksi dengan cara menghubungi 
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saudara Masduki. Proses transaksi tersebut berlangsung di rumah saksi 

Dwky Mubarok selaku teman tersangka di Sumberejo Rt. 011 Rw. 003 

Desa Sumberejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo pada hari senin 

tanggal 04 November 2019 pukul 22.00 wib.  

Terdakwa kemudian menyerahkan satu kantong plastik klip berisi 

sabu dengan 0,48 gram kepada saksi M. Ainur Rofiq. Selnjutnya saksi 

Ainur Rofiq beserta petugas yang lainnya melakukan penangkapan atas 

diri terdakwa. Pada saat petugas melakukan penggeledahan, menemukan 

barang bukti empat klip plastik berisi sabu-sabu didalam bungkus Rokok 

Gudang Garam Surya 12 yang telah diakui oleh terdakwa. Terdakwa 

mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari  temannya yakni saudara 

Ananda Rizky Syamsul yang kost di desa Gamping Kecamatan Krian 

Kabupaten Sidoarjo membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga 

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tidak langsung 

membayar (hutang) dan akan membayar setelah sabu-sabu terjual, setelah 

itu sabu-sabu dibungkus dalam dalam 5 (lima) kantong klip 0,58 (nol 

koma lima puluh delapan) gram dank lip 4 berat kotor 0,50 (nol koma lima 

puluh) gram baru kemudian dijual. Informasi yang disampaikan oleh 

masyarakat setempat terdakwa seringkali kegiatannya serta tidak memiliki 

izin dari pejabata terkait sehingga dapat meresahkan dan merusak generasi 

muda setempat.  
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Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor 

Ditresnarkoba Polisi Daerah Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut 

dan diproses sesuai hukum yang berlaku.  

 

B. Dakwaan  

Dalam kasus tersebut Masduki bin Mahmudi selaku terdakwa oleh 

penuntut umum dilimpahkan dengan dakwaan sebgaimana berikut: 

1. Kesatu 

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika  yang berbunyi: 

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu 

miliyar rupiah) dan paling banyak Rp.1.0.000.000.000,- (sepuluh 

miliyar rupiah)”.  

2. Kedua  

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mochammad Masduki 

bin Mahmudi dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah).  
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C. Tuntutan Jaksa  

Tindak pidana yang dilakukan oleh Masduki bin Mahmudi yang 

statusnya sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana pengedar narkotika 

jenis sabu-sabu, oleh jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutannya 

sebagai berikut:  

1. Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-

undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa  

Masduki bin Mahmudi terbukti secara sah dan diyakini telah 

melakukan tindak pidana pengedar narkotika jenis sabu-sabu. 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 

(delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar 

rupiah); 

3. Menetapkan barang bukti berupa  

NO Barang Jenis Ukuran Jumlah 

1. 1 (satu) bungkus 

rokok bekas  

Gudang Garam Surya 

12 

9x4cm 1(satu) 

2. Narkotika  Sabu-sabu 1,865 

gram  

5 paket  

3. Handphone Xiaomi  13x5cm 1(satu) 

4. Membenai terhadap terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);  
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D. Putusan Hakim  

Setelah melakukan pemeriksan dalam proses persidangan dengan 

mendatangkan dan mendengarkan ketarangan saksi-saksi dan memeriksa 

adanya alat bukti dipersidangan, maka majelis Hakim yang dipimpin oleh 

Achmad Peten Sili, SH., MH selaku ketua majelis dan Joedi Prajitno, SH., 

MH dan Dameria Frisella Simanjuntak, SH., M.Hum yang masing-masing 

selaku hakim anggota memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang 

bersangkutan, maka amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 

246/Pid.Sus/2020/PN.SDA adalah sebagai berikut :1 

1. Menyatakan terdakwa Masduki bin Mahmudi terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai penjual/menyerahkan 

narkotika Golongan I jenis sabu-sabu; 

2. Menghukum terdakwa Masduki bin Mahmudi tersebut, oleh karena itu 

dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda 

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliyar rupiah) dengan ketentuan 

jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 

selama 4 (empat) bulan penjara;  

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi 

seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;  

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.  

                                                             
1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Pengadilan, 18-19. 
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5. Menyertakan barang bukti berupa :  

NO Barang Jenis Ukuran Jumlah 

1. 1 (satu) bungkus 

rokok bekas  

Gudang Garam Surya 

12 

30x6x14 

cm 

1(satu) 

2. Narkotika  Sabu-sabu 1,865 

gram  

5 paket  

3. Handphone Xiaomi  13x5cm 1(satu) 

 

E. Pertimbangan Hakim  

Majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa 

menjadikan beberapa hal pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara 

setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan 

melihat barang yang telah dihadirkan, di antaranya adalah:  

1. Setiap orang 

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang tanpa 

terkecuali yang telah terbukti secara sah melakukan perbauatan yang 

melanggar hukum, maka harus mempertanggung jawabkan atas 

perbuatannya terhadap undang-undang yang sah baik secara individu 

atau kelompok.  

2. Tanpa hak atau melawan hukum  

Saudara Masduki bin Mahmudi telah terbukti melakukan peredaran 

narotika jenis sabu-sabu secara illegal dengan cara  berhutang kepada 
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saudara Ananda Rizky Syamsul yang kemudian akan dijual kembali 

kepada konsumen dan dari hasil tersebut akan dibayarkan kembali.  

3. Hal yang memberatkan dan meringankan  

a. Hal-hal yang memberatkan : 

1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah 

membrantas peredaran narkotika secara illegal  

b. Hal-hal yang meringankan :  

1) Selama dalam proses persidangan terdakwa berterus terang 

kepada majelis hakim  

2) Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama 

3) Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 

perbuatannya. 

Dengan segala pertimbangan hakim mulai dari dakwaan, kronologi 

serta bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan memunculkan kepastian 

hukum yang diberikan terhadap terdakwa. Hakim melihat, terdakwa telah 

melanggar Pasal 114 ayat (2) Tahun 2009 tentang Narkotika selaku 

pengedar sabu-sabu dan memberikan hukumannya sesuai dengan undang-

undang yang berlaku.   
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BAB IV  

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA 

PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU-SABU (STUDI PUTUSAN 

NOMOR : 246/PID.SUS/2020/PN.SDA)  

A. Analisis Pertimbngan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 

Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Pengedar 

Narkotika Jenis Sabu-sabu dalam Hukum Positif 

Sebagai negara hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, 

Indonesia senantiasa menjamin hak dan kewajiban masyarakat demi 

tercapainya keadilan bagi seluruh rakyatnya. Hukum adalah penyeimbang 

antara seorangan dan kelompok untuk meminimalisir terjadinya intimidasi, 

kekerasan dan segala kejahatan, oleh karenanya penegakan hukum menjadi 

hal yang mendasar untuk menindak tegas atas segala pelanggaran hukum yang 

tejadi, di antaranya dalam pelanggaran hukum pidana. ilmuwan Romawi 

menjelaskan tentang negara dan hukum Cicero “Ubi ius ibi sociatis” didalam 

masyarakat terdapat hukum dengan sendirinya.1 

Delik, atau segala perbuatan yang bisa dihukum seringkali disebut dengan 

pelanggaran pidana. Sedangkan yang di maksud pidana dalam hukum Islam 

yakni disebut dengan Jinayah/Jarimah yang mana hukuman bagi seorang 

pelanggar diperoleh dari dalil-dalil al-Qur’an dan hadist.2 

                                                             
1 H. Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Penerbit Pranada Media 2005), 64.  
2 Achmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asa Hukum Pidana Islam Fikih Jianayah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), 9.  
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Tindak pidana tidak bisa dilepaskan dari sanksi pidana, karena sebagai 

bentuk balasan dan pembelajaran akan dibebankan kepada seseorang yang 

melakukan tindak pidana tersebut. Penjatuhan sanksi dan proporsional 

hukuman yang diberikan terhadap pelaku pelanggarann berada dalam 

wewenang kekuasaan kehakiman yang menjadi penentu terhadap kaidah-

kaidah hukum positif. Hakim mempunyai wewenang dalam menerima, 

memeriksa dan mengadili serta mengadili terhadap suatu perkara untuk 

mendapatkan kekuatan hukum.  

Secara umum, putusan pemidanaan harus terimplikasi 4 (empat) hal, yaitu: 

kepala putusan, identitas terdakwa, beberapa pertimbangan, amar putusan. 

Mengenai penejelasan secara detail penejlasan tersebut ada pada Pasal 197 

kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.  

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Masduki bin Mahmudi 

merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkorika. Peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan 

oleh terdakwa dengan cara berhutang kepada saudara Ananda Rizky Syamsul 

untuk dijual kembali sudah membuat keresahan masyarakat yang pada 

akhirnya dilaporkan kepada Polda Jawa Timur untuk diamankan serta diproses 

dengan undang-undang yang berlaku.  

Terdakwa dijerat oleh jaksa penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (1) 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan barang bukti yang telah 

ditemukan berupa lima kantong plastik berisi sabu-sabu dengan berat 1,865 

(satu koma delapan ratus enam puluh lima) gram, bungkus rokok bekas 
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Gudang Garam Surya 12 dan HandPhone Xiaomi dengan ancaman pidana 

penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar 

rupiah). Tuntutan tersebut diajukan didalam persidangan sebagai landasan 

dalam pertimbangan majelis hakim.  

Dalam putusan nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA majelis hakim 

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 10 

(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah). 

Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang 

garam Surya 12 serta 5 (lima) klip plastik berisi sabu-sabu seberat 1,865 (satu 

koma delapan ratus enam puluh lima) gram dan Handphone Xiaomi Gold 

beserta simcard 08979796466 dirumah saksi Dwiky Mubaroq di Sumberejo 

Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.   

Dalam kasus tersebut, majelis hakim mempertimbangkan terhadap 

program pemerintah yang telah dihambat oleh terdakwa dengan melakukan 

peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Hal yang meringankan bagi terdakwa 

adalah membantu kelancaran proses persidangan dengan memberikan 

keterangan secara detail dan tidak memperlambat prosesnya, belum pernah 

dihukum pada sebelumnya dan beratnya barang bukti tidak melebihi batas 

yang telah di tentukan dalam undang-undngan sehingga vonis yang diterima 

terdapat keringanan.  
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Penulis berpendapat bahwasannya putusan yang diberikan oleh majelis 

hakim terdapat ketidak sesuaian dengan aturan yang telah berlaku, diantaraya 

adalah:  

Pertama, dalam menjatuhkan hukuman majelis hakim dengan 

pertimbnagannya menggunakan Pasal 114 ayat (2) no.35 Tahun 2009 yang 

mana hal tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. 

Pada Pasal 114 ayat (2) menyebutkan berat narkotika dalam bentuk bukan 

tanaman yang  melebihi 5 (lima) gram sedangkan barang bukti yang telah 

ditemukan hanya 5 klip plastik berisi sabu-sabu seberat 1,856 (satu koma 

delapan ratus lima puluh enam) gram, dan majelis hakim tidak memperhatikan 

terhadap tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan 

Pasal 114 ayat (1) no.35 Tahun 2009. Dalam Pasal 182 ayat (4) Kuhap 

menjelaskan “Musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim harus 

didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti didalam 

persidangan. Apabila mengacu terhadap pasal tersebut tentunya majelis hakim 

telah menyalahi aturan yang telah berlaku, karena terdapat kesewenangan 

dalam menetapkan pasal tanpa mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut 

umum. Apabila mempertimbangkan dari pasal yang diajukan oleh jaksa 

penuntut umum, lebih tepat dan lebih mengarah terhadap kasus yang 

menjeratnya karena melihat terhadap berat sabu-sabu yang menjadi barang 

bukti dan tuntutan hukuman pidana penjaranya bisa selama 5 (lima) tahun 

penjara.  
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Kedua, penjatuhan lamanya sanksi pidana (strafmaat) yang diberikan oleh 

majelis hakim kepada terdakwa yakni pidana penjara 4 (empat) tahun 10 

(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah). 

Sanksi pidana penjara tersebut atas landasan pada pasal yang diputuskan oleh 

majelis hakim yakni Pasal 114 ayat (2) no.35 Tahun 2009 yang sebenarnya 

didalam pasal tersebut menyebutkkan pidana penjaranya paling singkat 6 

(enam) tahun. Dengan demikian, bisa difahami bahwasanya majelis hakim 

telah menjatuhkan lamanya hukuman (strafmaat) pidana penjara dibawah 

batas minimal, hal tersebut bertententangan dengan asas legalitas. Dalam 

KUHP disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1)  yang berbunyi “suatu perbuatan 

tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali sudah terdapat aturan dalam Perundang-

undang yang mengatur didalamnya”, penjatuhan hukuman kepada terdawka 

bertentangan dengan Pasal ayat (1) KUHP yang artinya majelis hakim 

memutuskan hukuman pidana penjara tersebut tidak sesuai dengan aturan 

Pasal 114 ayat (2) Undang-undang no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 

seharusnya hukuman tidak dibawah 6 (enam) tahun penjara.  

Surat dakwaan merupakan perumusan dari suatu tindak pidana yang 

dibebankan terhadap terdakwa, dimana perumusan tersebut dihasilkan dari 

kaidah-kaidah dan penyidikan yang sangat berkaitan dengan pelanggaran 

tindak pidana tersebut. Surat dakwaan menjadi dasar utama bagi majelis 

hakim, jaksa penuntut umum advokat selagi acara persidangan berlangsung.1 

                                                             
1 Nikolas Simanjutak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2009), 178.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 
 

 
 

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Sidoarjo Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Sda Tentang Tindak Pidana 

Pengedar Narkotika Jenis Sabu-sabu 

Segala sesuatu yang bersifat hadist (baru) akan terus menerus mengalami 

perubahan, dan segala perubahan akan memuncul paradigma baru yang 

membutuhkan legitimasi dari ajaran syari’at agama Islam. Narkotika pada 

zaman nabi dan para sahabat tidak pernah ditemukan, hanya saja pada zaman 

itu hanya khamar yang dilarang dan diharamkan oleh ajaran Islam. Melihat 

perkembangan pada sekarang segala bentuk dapat merusak terhadap akal dan 

jiwa dengan jenisnya yang beraneka ragam dan tidak ada pada zaman nabi 

serta sahabat (Hadist), membutuhkan respond dan pembenaran dalam 

kacamata agama Islam.  

Melihat dari segilintir peristiwa tersebut, syariat tetap harus menjadi dasar 

utama dalam menanggapi posisi hukumnya. Dalam agama Islam terdapat 

beberapa metode dalam menetapkan suatu perkara hukum yang bersifat baru 

tersebut, di antaranya yaitu :  

1. Al-qur’an  

Al-qur’an merupakan hal pokok yang menjadi pusat utama dari seluruh 

peradaban alam dan manusia sampai akhir zaman. intisari dalam al-qur’an 

banyak mengandung aturan yang menuntun manusia kepada jalan yang 

benar. Oleh karenanya, nabi beserta sahabat ketika melihat peristiwa 

berkiblat terhadap ayat-ayat al-qur’an untuk menentukan posisi hukum 

halal dan haram, perintah atau larangan. Seperti contoh nabi dan para 
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sahabat oleh Allah di larang untuk menyembah berhala dan hanya Allah 

swt yang pantas untuk disembah oleh semesta alam. Dengan demikian 

pengambilan hukum dalam al-qur’an merupakan metode pertama yang di 

anjurkan oleh syariat agama Islam kepada umat muslim didunia. 2 

2. Hadist  

Pengambilan hukum selanjutnya adalah dengan hadist nabi Muhammad 

saw. Dalam hasit ini meliputi, sabda, perilaku/sunnah, nabi serta apa yang 

dikerjakan oleh sahabat akan tetapi nabi membenarkannya. Seperti contoh 

nabi melarangkan untuk meminum khamar dan memerintah untuk 

mencambuk bagi pelakunya.3 

3. Kesepakatan Ulama’ 

Ketika pada zaman nabi dan sahabat berlalu, pengikutnya serta para ulama 

terdahulu menjadi pewaris ajaran nabi. Mereka yang mengendalikan dan 

meneruskan ajaran nabi kepada umatnya, oleh karena ketika terdapat suatu 

peristiwa baru yang muncul pada saat itu maka ulama’ terdahulu sama-

sama berijtihad untuk menentukan posisi hukumnya4. Seperti Imam 

Ghozali penulis kitab Ihya’ ‘Ulumuddin yang termasuk ulama’ mujtahid 

mutlak pada saat itu ketika menganalisis terhadap probem perempuan pada 

saat haid dan nifas. 

4. Qiyās 

Muj’am Al-wasith menyebutkan qiyās adalah “mengembalikan sesuatu 

dengan bandingannya” yang artinya ialah tolak ukur pada suatu hal yang 

                                                             
2 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Amzah 2016),123.  
3 Ibid, 133. 
4 Ibid, 143. 
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menyamai peristiwa sebelumnya.5 Dala hal ini meliputi kepada ahli ra’yu/ 

akal untuk menggali hukum syara’ yang tidak dijelaskan secara terperinci 

dalam alquran dan sunnah. 

Para fuqaha’ berselisih pendapat pada penempatan qiyās sebagai dalil 

syara’ dalam hukum pidana Islam, diantaranya dalam hal qishash dan hudud 

akan tetapi ada suatu riwayat dari Imam Syafi’i bahwa bagi kalangan ulama’ 

Safi’iyah qiyās tetap diberlakukan dalam perkara qishash dan hudud. Oleh 

karenanya dari kalangan syafi’iyah menganalogikan pembunhan sengaja 

dengn pembunuhan tersalah untuk menetapkan kafaratnya. Musthafa Sa’id al-

Khin memaparkan bahwa kelompok fuqaha’ yang menggunakan dalam bidang 

hudud dan kafarat yakni dari kalangan Madzhab Syafii, Hanbali, dan 

mayoritas ulama dengan alasan nash, ijma’ dan penalaran yang masuk akal. 

Kelompok jumhur bersepakat terhadap adanya qiyās sebagai dalil syara’ 

meskipun ada dari beberapa kelompok yang menolak terhadap qiyās seperti 

syiah dan ulama’ zahiriyah akan tetapi sangat dibutuhkan dalam memecahkan 

suatu perkara yang baru dan masih belum ada ke tetapan hukumnya. Tanpa 

adanya qiyās, hukum syariat tidak akan bisa mengembangkan baik dari sisi 

khazanah keilmuan atau dalam memberikan pandangan hukum yang benar 

sesuai apa yang diajarkan oleh nabi kepada sahabat-sahabatnya. 

 Dalam agama Islam narkotika disamakan atau di qiyās kepada khamar, 

hal ini karena mempertimbangkan terhadap kesamaan ‘Illat yang sama-sama 

merusak terhadap akal dan jiwa. Ijma’ ulama telah sepakat mengharamkan 

                                                             
5 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Amzah 2016), 147. 
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narkotika dalam jenis apapun, karena memperhatikan terhadap dampak yang 

diterima oleh pengkonsumsi, lingkungan sekitar dan orang banyak serta atas 

pertimbangan lebih lanjut dari ahli medis melihat bahaya lebih berbahaya 

dibandingkan dengan khamar pada umumnya.6 Hal ini juga sejalan dengan apa 

yang disampaikan oleh nabi tentang keharaman khamar dalam buku yang 

ditulis oleh Ahmad Djazuli yang berjudul Fiqh Jinayah, dijelaskan oleh nabi 

bahwa segala yang bersentuhan dengan khamar baik dari pembuatnya, 

pengirimnya, pengedarnya pemakan hasil dari khamar, pemesannya, 

pembawanya termasuk dalam yang laknat oleh Allah swt7. 

Syariat Islam secara jelas telah melarang terhadap pelaku pengedar 

narkotika akan tetapi al-quran besetta hadist tidak menyebutkan terhadap 

sanksinya. Oleh sebab itu hukuman yang diberikan terhadap pengedar 

narkotika adalah ta’zīr pendapat ini di sampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili dan 

Ahmad Al-Hashari dengan pertimbangan Narkotika tidak ada pada masa 

Rasulullah, Narkoba lebih berbahaya di bandingka dengan khamar, jenis 

narkoba banyak sekali.8 

Hukuman ta’zīr diserahkan sepenuhnya terhadap penguasa/hakim dalam 

menentukan kadar berat dan ringannya hukumannya kepada pelaku. 

Dikarenakan mempertimbangkan dari masing-masing peran dari peredaran 

narkotika, vonis yang diberikan oleh hakim harus dibedakan sesuai dengan 

perbuatan dan dampaknya. Hal sesuai dengan ayat berikut :  

                                                             
6 Al-Ahmady Abu An Nu, Narkoba (Jakarta Pusat: Darul Falah, 2000), 139. 
7 A. Djazuli, Fiqh jinayah (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2000). 165. 
8 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah 2016), 229. 
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سَبتَْ ا مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهَا مَا اكْتَ لَهَ   

artinya : Ia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan ia mendapat 
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (QS. Al-Baqarah (2) : 286). 

Setiap orang menjual belikan narkotika seperti heroin, ganja dan segala jenis 

yang menyamainya masuk dalam kategori kejahatan serta hukuman yang 

dibebankan terhadap pelaku berupa penjara selama 15 tahun serta denda yang 

ditetapakan oleh hakim yang mengadili sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Abdurrahman Al-Malik.9 Majelis hakim dalam menetapkan hukuman bagi 

tindak pidana pengedar narkotika mempunyai otoritas sendiri dalam 

menetapkan hukumannya sesuai fakta yang ditemukan.  

 Penulis berpendapat melalui kacamata hukum pidana Islam mengenai 

putusan majelis hakim yang diberikan kepada terdakwa sebagai berikut: 

Pertama, Islam secara tegas memerintah untuk menjauhi perkara yang dapat 

merusak terhadap akal dan jiwa. Di karenakan narkotika dan sejenisnya 

merupakan suatu barang baru yang sama-sama merusak terhadap akal dan 

pikiran bahkan mampu merusak generasi muda maka disamakan atau qiyāskan 

terhadap khamr yang kadarnya adalah memabukkan. Keharaman narkotika 

sudah jelas dalam hukum pidana Isalm, akan tetapi penetapan sanksi tentunya 

membutuhkan suatu pertimbangan dikarenakan sanksi terhadap narkotika 

masih belum terdapat didalam Al-Qur’an dan hadist, oleh karenanya sebagian 

kalangan ulama’ kotemporer saknsinya mengarah terhadap jarīmah ta’zīr. 

                                                             
9 Abdurahman Almaliki, Sistem Sanksi Dalam Islam (Bogor: Pustaka Toriqul Izza, 2002), 243. 
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Kedua, putusan hakim pada nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.sda tentang pidana 

pengedar narkotika jenis sabu-sabu sudah sesuai dengan aturan syariat Islam, 

dimana penetapan sanksi hukuman diberikan oleh majelis hakim berupa 

pidana dengan lama 4 (empat) 10 sepuluh bulan dengan denda 

Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan menggunakan kemampuan 

berijtihad hakim akan tetapi majelis hakim juga harus benar-benar dan berhati-

hati dalam menentukan lamanya penjara untuk bisa menentukan efek jera bagi 

seorang terdakwa. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasanya 

hakim dalam menjatuhkan sanksi terhdap tindak pidana termasuk dalam 

kategori jarīma ta’zīr mempunyai kebebasan dalam menetapkan sanksi 

hukumannya yang dianggap oleh majelis hakim sesuai dan pantas bagi pelaku. 

Dalam memberikan sanksi kepada pelaku, majelis hakim diperintah oleh nabi 

untuk meringankan hukumannya selagi pelanggaran tidak bersifat hudud, 

majelis hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim 

lebih baik salah memberikan maaf dari pada salah menjatuhkan hukuman.10 

  

Majelis hakim tidak diperbolehkan tergesa-gesa dalam memberikan 

putusan apalagi salah dalam menjatuhkan. Mempertimbangkan terhadap 

sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dengan menggunakan 

kemampuan hakim dalam berijtihad sebaik mungkin tanpa memberikan 

hukuman secara berlebihan kepada pelaku.   

                                                             
10 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah 2016), 159.  
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Oleh karenanya hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan 

tatacara syara’ sebagai mana yang sabdakan oleh nabi Muhammad saw. 

Kewenangan hakim dalam memutus perkara tergantung tindak pidana yang 

dilakukan oleh pelaku, jika pelanggaran berupa hudud maka hakim hanya 

menjalankan wewenang saja, majelis hakim bisa menambah dan mengurangi 

atas hukuman yang ditimpakan, menggagalkan atau menunda pelaksanaannya 

sesuai dengan aturan syari’at yang berlaku. Akan tetapi mengenai sanksi 

hukuman yang berupa jarīma ta’zīr hakim/penguasa yang menentukan sesuai 

dengan kebutuhan pada masyarakat setempat bentuk dari hukuman yang 

dilimpahkan kepada seorang melanggar terhadap undang-undang.  

Dengan segala penjelasan di atas, tinjauan hukum pidana Islam dalam hal 

tinak pidana narkotika jenis sabu-sabu majelis hakim mendaptkan kebebasan 

yang seluas-luasnya karena termasuk dalam kategori jarīma ta’zīr, akan tetapi 

tetap patuh terhadap segala ketentuan syara’ dan musyawarah mufakat dengan 

antara anggota majelis agar mendapatkan ketetapan hukum yang sesuai dimata 

agama dan tidak ada cara-cara yang dilanggar didalamnya.  
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Dengan segala pembahasan yang telah diulas diatas, penulis mempunyai 

beberapa kesimpulan sebagi berikut:  

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya pada nomor 

246/Pid.Sus/2020/PN.SDA tentang tindak pidana pengedar narkotika jenis 

sabu-sabu menetapkan saudara Masduki bin Mahmudi sebagai terdakwa 

berdasarkan  Pasal 114 ayat (2) No.35 Tahun 2009 tentang Undang-

undang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

kejahatan yang berupa pengedar sabu-sabu ditempat tinggalnya. Majelis 

hakim menjathuhkan hukumannya dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 

10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar 

rupiah). Putusan majelis hakim bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) 

KUHP, karena vonis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dibawah 

ketentuan batas minimal yakni hukuman pernjara tidak diperkenankan 

dibawah 6 (enam) tahun penjara sesuai pada ketentuan Pasal 114 ayat (2) 

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak hanya itu, pertimbangan 

hakim dalam menggunakan pasal untuk dijadikan putusan berbeda dengan 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), hal ini tentunya telah menyalahi 

aturan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.  

2. Dalam sudut pandang hukum pidana Islam, tindak kejahatan berupa 

pengedar narkotika dilarang oleh Al-Qur’an dan hadist. Di larangnya 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57 
 

 
 

      tersebut dengan menggunakan qiyās yakni narkotika disamakan dengan 

khamr dalam segi sam-sama merusak terhadap akal dan jiwa. Penerapan 

sanksi terhadap pelaku pengedar narkotika dalam hukum pidana Islam 

menggunakan jarīmah ta’zīr, sanksi bagi pengedar tidak disebutkan secara 

kompleks didalam Al-Qur’an dan Hadist oleh karenanya penjatuhan 

hukuman sepenuhnya diberikan kepada penguasa/hakim sesuai dengan 

pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk menjadi pelajaran 

baginya dan timbul efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya serta 

menjadi cerimanan bagi masyarakat terhadap hal-hal yang dilarang oleh 

agama Islam. 

B. Saran  

Penulis ingin memberikan masukan atau saran terhadap penelitian yang 

sedang dikembangkan supaya bisa menjadi bahan evaluasi bagi majelis hakim 

dan aparat penegak hukum kedepannya, di antaranya adalah :  

1. Kepada yang mulia maejelis hakim dimohon untuk selalu cermat dan 

tepat dalam menggali fakta serta bukti-bukti dipersidangan, tetap 

berdasarkan undang-undang yang berlaku terlebih lagi kepada Undang-

undang tentang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 dan tidak mengabaikan 

salah satu pihak untuk memberikan hukuman yang se-adil mungkin 

sebagaimana yang telah termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.  

2. Di harapkan untuk yang mulia hakim untuk selalu terbuka dan menerima 

saran dalam gagasannya, memberikan penjelasan terkait putusan yang 
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dikeluarkan supaya tidak menimbulkan kesalah fahaman dalam kalangan 

masyarakat. 

3. Kepada jaksa penuntut umum diharapkan lebih aktif dalam proses 

pembuktian serta menemukan fakta-fakta yang benar, dan selalu menjadi 

bahan evaluasi disetiap putusan yang telah ditetapkan. 

4. Kepada yang mulia hakim dan seluruh aparat penegak hukum untuk 

selalu komitmen dalam memberantas peredaran narkotika tanpa pandang 

bulu, selalu mengedukasi masyarakat dan bersinergi dengan lembaga 

pemberantas peredaran narkotika untuk menyelamatkan bangsa dari 

kerusakan moral.   
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